ANALISIS SINKRONISASI HUKUM LEGALITAS PENYADAPAN 

(WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN 














































commit to user 
i 
 
ANALISIS SINKRONISASI HUKUM LEGALITAS PENYADAPAN 
(WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
 (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI) 
 
Penulisan Hukum  
(Skripsi) 
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh 



























































Penulisan Hukum (Skripsi) 
ANALISIS SINKRONISASI HUKUM LEGALITAS PENYADAPAN 
(WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
(TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG 







Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum 
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Surakarta,       April 2011 
 
Dosen Pembimbing I                  Dosen Pembimbing II 
 
 
Bambang Santoso, S.H., M.Hum         Muhammad Rustamaji, S.H., M.H 



















































Penulisan Hukum (Skripsi) 
ANALISIS SINKRONISASI HUKUM LEGALITAS PENYADAPAN OLEH 
JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA 
KORUPSI(TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, 
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH 
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG 





Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan 
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta 
Pada : 
Hari   : Selasa 
Tanggal  : 19 April 2011 
DEWAN PENGUJI 
1. Kristiyadi,S.H.M.Hum.     : ………………………………… 
    NIP.195812251986011001  
         Ketua      
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum         : ………………………………… 
    NIP.19620209 1989031001 
               Sekretaris 
3. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H       : ………………………………… 
    NIP.198210082005011001 




Muhammad Jamin, S.H.,M.Hum. 


















































Nama            : Hery Setyanto 
         NIM        : E0006278 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) 
berjudul ANALISIS SINKRONISASI HUKUM LEGALITAS PENYADAPAN 
(WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TELAAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 
1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) adalah betul-betul karya 
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi  
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi 
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya 
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.    
  
Surakarta,    April 2010 
 yang membuat pernyataan 
 


















































Hery Setyanto, E0006278. 2011. ANALISIS SINKRONISASI HUKUM 
LEGALITAS PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK 
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
(TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA 
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi hukum legalitas 
penyadapan (wiretapping) oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi  yang diuji berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
mengkaji sinkronisasi hukum legalitas penyadapan (wiretapping) oleh jaksa 
penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi yang 
dilakukan mencakup sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap beberapa 
produk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 
30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber 
penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis penelitian yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, 
mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan 
masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 
     Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
sinkronisasi yang dilakukan secara vertikal, terdapat ketidakselarasan pengaturan 
antara KUHAP terhadap UUD 1945, dalam KUHAP tidak ada pengaturan 
mengenai penyadapan. Sedangkan dalam sinkronisasi yang dilakukan secara 
horizontal ketidakselarasan pengaturan terdapat pada sinkronisasi yang dilakukan 
antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap  KUHAP 
dan Undang-Undang KPK terhadap KUHAP.  



















































Hery Setyanto, E0006278. 2011. ANALYSIS OF LEGALITY 
SYNCHRONIZATION TAPPING (WIRETAPPING) BY THE 
PROSECUTION IN THE HANDLING ISSUES investigator CRIMINAL 
ACTS OF CORRUPTION (review of THE LAW OF 1945, LAW NUMBER 
8 OF 1981 ON THE LAW OF CRIMINAL PROCEDURE, THE LAW 
NUMBER 31 OF 1999 AS AMENDED BY LAW LAW NUMBER 20 OF 
2001 ON COMBATING CRIME AND CORRUPTION LAW NUMBER 30 
YEAR 2002 ON THE CRIME OF CORRUPTION ERADICATION 
COMMISSION) 
     This study aims to find out how to sync the legality of wiretapping laws 
(wiretapping) by the prosecutor investigating the handling of corruption cases 
committed against the Act of 1945, Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings, 
Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Eradication of 
Corruption and the Law Number 30 of 2002 on Corruption Eradication 
Commission 
    This research is a normative law is prescriptive, assessing how the 
synchronization of the legality of wiretapping laws (wiretapping) by prosecutors 
investigating the corruption case handling. Synchronizing includes vertical and 
horizontal synchronization of several products the Act is the Act of 1945, Law 
No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings, Law No. 31 of 1999 as amended by Law 
Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption and the Law Number 30 of 
2002 on Corruption Eradication Commission. Secondary research sources used 
include the primary legal materials, secondary legal materials and legal materials 
tertiary. Collection techniques used sources of legal materials is the study of 
literature and internet references. Analysis of the research is qualitative data 
analysis technique that is by collecting data, to qualify and then connect the theory 
related to the problem and draw conclusions to determine the outcome. 
     Based on research results can be deduced that the synchronization is done 
vertically, there is disharmony between the setting of the 1945 Criminal Code, the 
Criminal Code there is no regulation regarding wiretapping. While the 
synchronization is carried horizontally found in synchronization settings 
disharmony that is conducted between the Act Eradication of Criminal Procedure 
and the Law Commission on the Penal Code. 
























































Barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan 
barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, 
serta barang siapa yang menginkan keduanya maka harus dengan 
ilmu. 
(H.R.Muslim) 
Barang siapa berpegang teguh pada ilmu maka Allah akan 
mempermudah jalannya menuju surga. 
(H.R.Bukhori) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan lah 
hendaknya kamu berharap. 
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A. Latar Belakang 
Korupsi merupakan salah satu extra ordinary crimes karena merupakan 
kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional sehingga sulit untuk 
diberantas. Para pelaku pada umumnya adalah mereka yang memilki jabatan dan 
wewenang yang dengan wewenangnya itu berusaha untuk memperkaya diri 
sendiri. Dampak yang diakibatkan cukup besar, karena korupsi mengakibatkan 
kerugian negara hal ini akan berimbas pada tingkat kemakmuran rakyat. Karena 
dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat justru dipergunakan 
secara pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu 
agar dampak yang diakibatkan tidak semakin meluas, maka korupsi harus segera 
ditangani, cara penanganannya pun harus dengan cara yang khusus mengingat 
pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi dan kedudukan yang kuat 
sehingga hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam proses penegakan 
hukumnya. Salah satu upaya khusus yang dimaksud adalah melalui penyadapan. 
Penyadapan menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di 
Indonesia. Dengan penyadapan telepon yang dilakukan tim penyidik KPK, 
beberapa kali berhasil membongkar ulah pelaku korupsi, yang melibatkan pihak 
maupun institusi penegak hukum lain. Seperti dalam kasus Jaksa Urip Tri 
Gunawan. Di persidangan terungkap bahwa melalui penyadapan telepon diketahui 
adanya hubungan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip dna bahkan Jaksa 
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Uji Santoso. 
Dalam kasus Bibit-Chandra, kemudian tersebutlah tokoh bernama Anggodo dan 
kawan-kawan (Jalan Tengah Penyadapan,hsutadi.blogspot.com,10 Januari 2011). 
 Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah 
mengenai legalitas penyadapan, apakah secara hukum hal tersebut sah dilakukan 
dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana 

















































hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana 
dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang 
sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan (Mardjono 
Reksodiputro, 1995 : 35).  Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan 
tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan 
tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga 
merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta 
pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalah yang muncul adalah 
“penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak 
hukum”. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang 
berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk 
kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum. 
Masalah sah-tidak sahnya penyadapan ini sebenarnya sudah tuntas dibahas 
oleh banyak pihak (termasuk didalamnya para akademisi hukum) hingga uji tuntas 
di muka persidangan konstitusional yang semuanya berkesimpulan bahwa 
penyadapan oleh KPK merupakan tindakan yang diperbolehkan, sah dan 
konstitusional walaupun membatasi atau terkesan mengenyampingkan HAM, 
namun penerapannya masih dalam koridor yang tepat. Biasanya argumen yang 
dibangun adalah Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK melanggar hak warga negara 
atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. 
Sepintas argument tersebut terlihat benar, namun apabila kita cermati bahwa hak 
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) 
UUD 1945 bukanlah termasuk hak-hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 
1945. Hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 
28G Ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat dibatasi/dikurangi apabila diatur dengan 
undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 
menyatakan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

















































kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis” (Bobby R. Manalu, Legalitas Penyadapan, 
www.forum.detik.com, 10 Januari 2011). 
Pembatasan hak tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pembatasan 
oleh undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan 
Pasal 73 UU HAM tersebut terhadap hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) dan 
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, telah diatur di dalam UU Telekomunikasi yaitu 
Pasal 42 Ayat (2) huruf b menyatakan ”Untuk keperluan proses peradilan pidana, 
penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim 
dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan 
informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Dengan adanya ketentuan Pasal 42 
Ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi tersebut maka Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU 
KPK tentang kewenangan KPK melakukan penyadapan dan perekaman 
pembicaraan adalah pengecualian dari Pasal 40 UU Telekomunikasi karena 
dilakukan untuk keperluan proses peradilan pidana yaitu penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi; Dengan demikian keberadaan Pasal 12 
Ayat (1) huruf a UU KPK tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan 
Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 (Bobby R. Manalu, Legalitas Penyadapan, 
www.forum.detik.com, 10 Januari 2011). 
 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai 
legalitas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan 
kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pearturan perundang-undangan yang 
mengaturnya , oleh karena itu peneliti ingin menuangkan hasil penelitian tersebut 
dalam penulisan hukum yang berjudul  “ANALISIS SINKRONISASI HUKUM 
LEGALITAS PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH JAKSA PENYIDIK 
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TELAAH 

















































NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.  
 
B. Rumusan Masalah    
 Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 
mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga penelitian akan lebih terarah 
pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan asalah digunakan untuk mengetahui 
dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat 
memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. 
Untuk  mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka 
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 
Bagaimanakah sinkronisasi hukum legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik 
dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah 
dari judul penelitian itu sendiri untuk memberikan arah yang tepat dalam proses 
penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh 
karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui 
penelitian ini. Adapun tujuan obyektif dan subyektif yang hendak dicapai peneliti 

















































       1. Tujuan Obyektif 
      Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi hukum legalitas penyadapan 
oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 
1945, KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Tujuan Subyektif  
     a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang Hukum 
Acara Pidana khususnya sinkronisasi hukum legalitas penyadapan oleh 
jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 
1945, KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
     b) Untuk memperoleh sumber bahan hukum sebagai bahan utama dalam 
penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan akademis guna 
memperoleh gelar SI dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.     
 
D. Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan 
bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum 
Acara Pidana secara teoritis khususnya mengenai sinkronisasi hukum 
legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak 
pidana korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, UU Pemberantasan 


















































b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
mengetahui lebih jauh mengenai sinkronisasi hukum legalitas 
penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana 
korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Manfaat Praktis 
a) Menambah ilmu dan pengalaman peneliti di bidang penelitian karya 
ilmiah khususnya karya penelitian ilmu hukum. 
b) Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. 
c) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, bagi masyarakat pada 
umumnya dan mahasiswa fakultas hukum terkhususnya dalam 
menyikapi sinkronisasi hukum legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik 
dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
 
E.  Metode Penelitian 
Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum dilakukan 
untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian 
hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. 
Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan 
masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41). 
       Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan 
baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu 

















































(Johnny Ibrahim, 2006:26). Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan 
metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang 
sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak 
dalam kemiskinan relevansi dam aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006: 28). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
       Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini 
penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum 
normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal 
(doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum 
(library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44) 
2. Sifat Penelitian 
       Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. 
Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya 
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan 
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005:22). 
       Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai 
sinkronisasi hukum legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 
penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
       Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
hukum normatif, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 
Menurut Johnny Ibrahim, bebarapa pendekatan penelitian tersebut yaitu 

















































konseptual (conceptual approach), Pendekatan Analitis (analytical 
approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach), pendekatan 
historis (historical approach), Pendekatan Filsafat (philosophical 
approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Johnny Ibrahim, 
2006:300). 
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk 
itu penulis harus melihat hukum sebagai system tertutup yang mempunyai 
sifat-sifat sebagai berikut: 
1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya 
terkait antara satu dengan lain secara logis. 
2. All-inclusive artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 
mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak 
akan kekurangan hukum. 
3. Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. 
 
Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Undang-undang yang 
digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 

















































karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya 
penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan 
adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder.  
a.   Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoratif , artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-
undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
b.   Bahan Hukum sekunder 
       Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 
2005:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang 
digunakan dalam penelitian ini ini yaitu buku-buku teks yang ditulis 
para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang 
memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.   
c.  Bahan hukum tersier, 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari kamus, 


















































5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
      Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan atau library research yaitu pengumpulan data dengan 
jalan membaca literature yang erat kaitannya dengan permasalahn yang 
dibahas berdasarkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, internet dan jurnal.  
6.   Teknik Analisis  
      Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif.  Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. 
Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana  silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan 
premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik 
suatu kesimpulan atau conclusion. Tapi di dalam argumentasi hukum, 
silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006 : 47).  
 
F.   Sistematika Penelitian Hukum 
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan 
memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai 
dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam 
bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana 
tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun 
penulis menyususn sistematika penelitian hukum sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
      Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 

















































          Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi 
tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan 
tentang penyadapan, tinjauan tentang pengaturan penyadapan dalam 
beberapa produk undang-undang dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis 
sinkronisasi hukum legalitas penyadapan (wiretapping) oleh jaksa 
penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi 
yang dimaksud dilakukan secara vertikal maupun horizontal terhadap 
beberapa undang-undang. 
BAB IV PENUTUP 
Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis 
kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan 
hukum ini. 






















































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 
a. Dasar Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
Setiap negara, baik besar atau kecil, berbentuk republik atau 
monarki, pasti memilki sistem administrasinya sendiri yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi negara tersebut. Peraturan perundang-
undangan Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pirantai 
dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu 
landasan Peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah Pancasila 
sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar Negar Republik 
Indonesia sebagai landasan konstitusional. 
1)  Pancasila Sebagai Landasan Idiil  
Pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia 
merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 
Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, 
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi 
suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia. Oleh karena itu 
Pancasila sebagai dasar negara yang mampu mempersatukan 
seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan : 
(i) Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari 
segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 
(ii) Pandangan hidup bangsa indonesia yang dapat mempersatukan 
bangsa serta memberi petunjuk dalam pencapaian 
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam bangsa 
Indonesia yang beraneka ragam. 
(iii) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena pancasila 













































commit to user 
13 
 
dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri 
khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. 
Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari 
yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-
bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima sila tersebut 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. 
(iv) Tujuan yang akan dicapai, yakni suatu masyarakat yang adil 
dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 
Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 
dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib 
dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang 
merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 
(v) Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-
wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi 
kemerdekaan yang kita junjung tinggi bukan karena sekedar ia 
ditemukan kembali dalam kandungan kepribadian dan cita-cita 
bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu 
melainkan karena Pancasila itu mampu membuktikan 
kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. 
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai Landasan Konstitusional 
Landasan konstitusional bagi penyelenggara perundang-
undangan negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang 
merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan 
penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain 
merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 
1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari 
proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang 
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perjuangan serta tekat bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum 
dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia 
serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang 
tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintah negara, 
kedudukan dan fungsi lembaga tinggi negara serta pemerintahan 
daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan 
sistem perundang-undangan negara Republik Indonesia. Pemjelasan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 
penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan 
umum memuat : 
(i) Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. 
(ii) Pokok-pokok pikiran  dalam penbukaan. 
(iii) Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran 
yang terkandung dalam pembukaan dan dalam pasal-pasalnya. 
(iv)  Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. 
(v) Sistem Pemerintaha Negara (Bega Ragawino, 2005 : 4-6). 
 
b. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 
Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan salah 
satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) 
yang dibuat oleh aparatur negara mulai dari MPR sampai dengan 
Direktur Jenderal/Pimpinan LPNd pada lingkup nasional dan gubernur 
kepala daerah tingkat I, bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II 
pada lingkup wilayah/daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam 
peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang sifatnya konkrit, 
individual dan final (beschiking), misalnya pemberian IMB, SIUP dan 
sebagainya (Bega Ragawino, 2005 : 10). 
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 
diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 : 

















































3. Peraturan Pemerintah 
4. Peraturan Presiden 
5. Peraturan Daerah 
Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung 
prinsip, yaitu : 
1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya dapat dijadikan landasana atau dasar hukum 
bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau 
dibawahnya. 
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus 
bersumber atau memiliki dasar dari  peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
4. Suatu  peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, 
diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi atau paling tidak sederajat. 
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur 
materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan 
walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa 
peraturan yang lama dicabut. Selain itu, peraturan yang 
mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih umum (Bega 
Ragawino, 2005 : 15-17). 
 
c. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 
Sinkronisasi adalah sebuah penyelarasan dan penyerasian berbagai 
peraturan perundang-undangan yang terkait peraturan perundang-
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bidang tertentu. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki 
maksud agar substansi yang diatur dalam produk peraturan perundang-
undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), 
saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin 
detail dan operasional materi muatannya. Sedangkan tujuan dari 
sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu 
bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang 
memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan 
efektif (prosedur penyusunan sinkronisasi, 
www.penataanruang.net.lapan, 9 Januari 2011). 
Sinkronisai terhadap peraturan perundang-undangan terdapat dua 
taraf yaitu : 
 
1. Sinkronisasi vertikal 
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu 
saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Disamping 
harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-
undangan, dalam sinkronisasi vertikal juga harus diperhatikan 
kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. 
2. Sinkronisasi Horizontal 
Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan 
perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang 
sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan 
secara kronologis yaitu sesuai dengan urutan waktu 
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang besangkutan 
(prosedur penyusunan sinkronisasi, 
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Dalam melakukan sinkronisasi terhadap peraturan 
perundang-undangan pada umumnya menggunakan prosedur 4 
tahap sebagai berikut : 
a. Inventarisasi  
 adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh 
data dan informasi tentang peraturan perundang-
undangan terkait dengan bidang tertentu. Selanjutnya, 
peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi 
kemudian dievaluasi untuk mendapatkan peraturan yang 
paling relevan atau yang mempunyai kaitan secara teknis 
dan substansial terhadap bidang tertentu yang telah 
dipilih sebelumnya. Dengan demikian, proses atau 
kegiatan inventarisasi sesungguhnya telah dilakukan 
melalui proses identifikasi yang kritis dan melalui proses 
yang logis dan sistematis.  
b. Analisa substansi 
 Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan 
perundang-undangan, secara umum pengakajian tersebut 
dilakukan terhadap seluruh instansi. Secara lebih khusus, 
pengkajian substansi tersebut mencakup peristilahan, 
definisi dan substansi. 
c. Hasil analisa 
Dari substansi tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi 
untuk mendapatkan hasil yang valid dan benar kemudian 
digunakan sebagai bahan untuk melakukan sinkronisasi. 
d. Pelaksanaan sinkronisasi 
 Merumuskan dan mensinkronkan substansi peraturan 
perundang-undangan serta merinci substansi peraturan 
perundang-undangan yang disusun (prosedur 
penyusunan sinkronisasi, www.penataanruang.net.lapan, 
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2. Tinjauan tentang Penyadapan  
a. Pengertian Penyadapan  
  Dalam frase bahasa Inggris penyadapan disebut sebagai 
interception. Kamus.net menerjemahkan intercept sebagai menahan, 
menangkap, mencegat atau memintas. Sedangkan di dalam kamus 
Oxford didefinisikan sebagai to cut off from access or communication.. 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyadap  adalah 
mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain 
dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. 
(http://www.thefreedictionary.com/intercept, 24 Desember 2010). 
       Sementara itu, penyadapan menurut Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, Pada Pasal 31 Ayat (1) disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan 
untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, 
menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik 
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, 
seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 
       Sedangkan pengertian dari Penyadapan secara sah atau Lawful 
Interception adalah suatu cara penyadapan dengan menempatkan posisi 
penyadap di dalam penyelenggara jaringan telekomunikasi sedemikiann 
rupa sehingga penyadapan memenuhi syarat tertentu yang dianggap sah 
secara hukum. Dalam hal ini syarat-syarat tersebut diatur secara yuridis 
oleh negara yang bersangkutan. Sehingga dimungkinkan terdapat 
perbedaan aturan serta standar antara suatu negara dengan negara 
lainnya. 
        Jika ditinjau dari keberadaan tentang aturan  Lawful Interception di 
Indonesia, negara kita telah mengeluarkan Peraturan Menkomino 
Nomor 11/PER/M. KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan 
Terhadap Informasi yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan 
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disebutkan bahwa Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, 
mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat 
Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada 
jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan 
pembicaraan atau komunikasi tersebut. Dari definisi diatas, dapat 
disimpulkan bahwa Penyadapan Secara Sah, berfokus pada pemotongan 
informasi di tengah jalan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur 
oleh yuridikasi masing-masing negara. (Lawful-
interception.http://panca.wordpress.com, 24 Desember 2010) 
b. Tujuan Penyadapan  
       Telah didefinisikan sebelumnya bahwa tujuan dari Lawful 
Interception dapat beragam dan berbeda untuk setiap negara. Hal ini 
merujuk pada definisi dari yuridikasi tiap negara, serta definisi awal 
dari Lawful Interception itu sendiri yaitu memenuhi syarat sehingga 
sah dimata hukum negara yang bersangkutan. 
       Adapun dalam hal ini di Indonesia, Peraturan Menkomino Nomor 
11 /PER/M. KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap 
Informasi menyatakan bahwa penyadapan terhadap informasi secara 
sah (lawful interception) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu 
peristiwa tindak pidana (Pasal 3). Sedangkan hal ini hanya dapat 
dilakukan oleh Penegak Hukum serta wajib bekerjasama dengan 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 4 dan 11). 
 
3. Tinjauan tentang Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) 
a. Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) menurut UUD 1945. 
     Komunikasi oleh warga negara merupakan hak pribadi yang harus 
dilindungi hukum, sehingga penyadapannya dilarang. UUD 1945 
menjamin hak setiap orang atas diri pribadi, kekayaan, kehormatan, 
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orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak-hak tersebut 
diatur dalam Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) 
yang menyebutkan :  
Pasal 28F: 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  
Pasal 28D ayat (1) : 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 
Pasal 28G ayat (1) : 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman keyakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 
       Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu 
kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini 
karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 
1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa 
pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap 
kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya 
(lex specialis derogat legi generali). 
Dari pasal-pasal diatas  bahwa komunikasi oleh warga negara 
merupakan hak pribadi yang harus dilindungi oleh hukum. 
Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak lain merupakan 
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dilindungi secara hukum. Tapi, hak-hak yang diatur dalam pasal 
tersebut termasuk hak untuk berkomunikasi bukanlah hak yang tidak 
dapat disimpangi/dikurangi (nonderogable rights) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan : 
Pasal 28I ayat (1) : 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun. 
Dari bunyi pasal tersebut, bahwa hak untuk berkomunikasi tidak 
termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun (nonderogable rights), sehingga hak ini dapat 
dikesampingkan. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. 
Jadi menurut UUD 1945 Pasal 28F, penyadapan merupakan 
bentuk pelanggaran HAM untuk berkomunikasi, tapi penyadapan 
dianggap sebagai perbuatan yang sah untuk menegakkan keadilan 
guna mengungkap siapa pelaku tindak pidana korupsi, karena Pasal 
28J ayat (2) menjelaskan “disamping menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
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b. Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
       KUHAP tidak mengatur mengenai legalitas penyadapan 
(wiretapping) yang dilakukan oleh jaksa penyidik. KUHAP hanya 
menjelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, ”penyidik karena 
kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sedangkan dalam 
penjelasan pasal tersebut, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 
4 bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari 
penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan 
c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya 
d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa 
e) Menghormati hak asasi manusia  
Legalitas penyadapan baru disusun dalam RUU KUHAP. 
Pemerintah dapat memberikan pertimbangan sifat eksepsionalitas 
tersebut dari dalam Rancangan KUHAP Indonesia yang sudah ada 
pada pemerintah. Rancangan KUHAP pada BAB IV bagian Kelima 
(Pasal 83 & Pasal 84) tentang Penyadapan, dapat dilakukan terhadap 
tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana 
serius tersebut yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan 
penyadapan untuk waktu 30 hari dengan perpanjangan 1 kali untuk 
waktu 30 hari lagi, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, 
perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, 
pengancaman, perdagangan orang, penyelundupan, korupsi, pencucian 
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senjata api, terorisme, pelanggaran berat HAM, psikotropika dan 
narkotika, serta pemerkosaan. 
c. Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) menurut Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
       Keabsahan penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana 
korupsi menurut UU pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur 
dalam Pasal 26 dan 26A yang menyatakan : 
Pasal 26 : 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum 
acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang ini“.  
 
 
Pasal 26A : 
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak 
pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : 
a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 
alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 
b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan/atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang 
berupa tulisan. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 
 
 Pasal 26 tersebut dalam penjelasannya mengatakan bahwa 
kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk 
melakukan penyadapan (wiretapping). Sedangkan penjelasan 
mengenai pasal 26A, yang dimaksud dengan “disimpan secara 
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Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many 
(WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan 
itu“ dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik 
(electronic data interchange), surat elektronik  (e-mail), telegram, 
teleks, dan faksimili. 
 
d. Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
Pengaturan mengenai penyadapan diatur dalam UU KPK pasal 12 
ayat (1) huruf a yang menyatakan :  
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan 
merekam pembicaraan. 
Pasal inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan 
penyadapan guna mengungkap pelaku tindak pidana korupsi. 
Sejumlah undang-undang di Indonesia, memang telah memberikan 
kewenangan khusus pada penyidik untuk melakukan penyadapan 
telepon dan merekam pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara 
under cover. Paling tidak ada 4 (empat) undang-undang yang memberi 
kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psikotropika, Undang-
Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila 
dicermati, ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan 
terdapat perbedaan prinsip antara satu dengan undang-undang lainnya. 
     Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Narkotika 
mengharuskan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan 
dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka waktu 30 (tiga 













































commit to user 
25 
 
dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan. 
Berbeda dengan kedua undang-undang itu, Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik 
menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua 
pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini 
ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan 
penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan. Namun dalam 
Undang-undang KPK boleh melakukan penyadapan telepon dan 
perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus 
korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka 
waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan 
telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK bersifat absolut dan 
cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini, di satu sisi dapat 
disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di lembaga ini, sedangkan 
di sisi lain, instrumen yang bersifat khusus ini diperlukan dalam 
mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah amat akut di Indonesia.  
Ke depan, prosedur untuk melakukan penyadapan dan perekaman 
pembicaraan oleh KPK harus diatur secara tegas paling tidak untuk 
dua hal: Pertama, penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan 
tidak memerlukan izin dari siapa pun, tetapi harus memberi tahu ketua 
pengadilan negeri setempat dengan catatan pemberitahuan itu bersifat 
rahasia. Kedua, harus ada jangka waktu berapa lama KPK boleh 
menyadap telepon dan perekaman pembicaraan dalam 
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Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan yang sulit dalam 
pemberantasannya (extra ordinary crimes). Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah dengan melakukan penyadapan (wiretapping). Namun pada kenyataannya,  
disamping penyadapan merupakan cara yang efektif untuk mengungkap tindak 
pidana korupsi, ternyata muncul banyak perdebatan tentang legalitas penyadapan. 
Hal ini dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagi 
Indonesia yang telah mencantumkan hak-hak bagi warga negaranya dalam 
konstitusi termasuk didalamnya hak untuk berkomunikasi, tentu muncul suatu 
ketimpangan ketika penyadapan dilakukan guna mengungkap suatu tindak pidana. 
Oleh karena itu akan dicari sinkronisasi secara vertikal dan horizontal terhadap 
UUD 1945 dan berbagai ketentuan dalam undang-undang yang terkait dengan 
penyadapan. Undang-undang yang dimaksud adalah KUHAP, Undang-Undang 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A.   Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal Legalitas Penyadapan (wiretapping )
Oleh Jaksa Penyidik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 
KPK. 
  Berdasarkan uraian pasal-pasal mengenai legalitas penyadapan maupun 
hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, penulis akan 
menggambarkan dalam bentuk skematik untuk mempermudah pemahaman 
yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan yang lebih 
jauh. Sinkronisasi yang dimaksud akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, secara 
vertikal yaitu peraturan perundang-undangan  (KUHAP, UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, UU KPK) terhadap UUD 1945, dan sinkronisasi 











Ket:  = Sinkronisasi Vertikal 
     = Sinkronisasi Horizontal  
 
Gambar 2. Skematik Sinkronisasi Vertikal Horizontal 
 
 
Undang - Undang Dasar Tahun 1945 
KUHAP UU Nomor 31 Tahun 1999 





























































1. Sinkronisasi Vertikal 
 a. Sinkronisasi antara KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
   Beberapa pasal yang terkait dengan hal penyadapan serta hak untuk 
berkomunikasi dalam KUHAP dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat 
diuraikan dalam tabel berikut ini :  
 
Tabel 1. Sinkronisasi Vertikal antara KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
KUHAP UUD 1945 
Pasal Uraian Pasal Pasal Uraian Pasal 
Ps.7 
(1) j 
Penyidik karena kewajibannya 
mempunyai wewenang 
mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
Ps. 28F Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. 
  Ps.28 D 
(1) 
Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 
  Ps. 28 
G (1) 
Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda 
yang dibawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 



















































  Ps. 28 I 
(1) 
Hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum 
dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun. 
  Ps. 28 J 
(2) 
Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat 
demokratis. 
   Sumber : KUHAP dan UUD 1945 
 
Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, dalam KUHAP memang tidak diatur 
secara tertulis mengenai hal penyadapan, namun penulis mengaitkan hal tersebut 
sebagai bentuk kewenangan penyidik dalam hal ini adalah penyidik dalam tindak 
pidana korupsi. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j menyatakan, penyidik karena 
kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab. Pasal ini memang tidak secara nyata menyebutkan 
bahwa penyidik boleh untuk menyadap, namun lebih jauh dalam penjelasan pasal 
ini menyatakan bahwa merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 bahwa yang 

















































kepentingan penyelidikan dengan syarat : tidak bertentangan dengan suatu aturan 
hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 
tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
memaksa, menghormati hak asasi manusia. 
Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j disebutkan  bahwa penyidik berwenang 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, ketentuan 
dalam pasal tersebut tidak menjelaskan lebih jauh tindakan lain apa yang 
dimaksud. Sehingga penyidik berhak melakukan tindakan tertentu yang termasuk 
dalam kategori “tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dengan memperhatikan bahwa 
tindakan yang dimaksud telah memenuhi syarat : tidak bertentangan dengan suatu 
aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan 
termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia. Tentu saja hal 
ini sangat rancu dan menimbulkan multi tafsir dari berbagai pihak. Termasuk 
penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana 
korupsi. Sejauh ini penyadapan telah terbukti mampu untuk mengungkap para 
pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun penyadapan merupakan bentuk tindakan 
yang dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
diatas, namun sebagian pihak menyatakan bahwa penyadapan merupakan salah 
satu bentuk praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum.  
Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap hak warga 
negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, 

















































KUHAP memang tidak mengatur secara jelas tentang penyadapan, hal 
tersebut baru diatur sebatas dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Rancangan KUHAP pada bab IV bagian kelima Pasal 83 dan 84 
menyatakan bahwa penyadapan dapat dilakukan terhadap tindak pidana serius 
atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut yang tidak dapat 
diungkap jika tidak dilakukan penyadapan untuk waktu 30 (tiga puluh)  hari 
dengan perpanjangan 1 (satu) kali untuk waktu 30 (tiga puluh) hari lagi, yaitu 
tindak pidana terhadap keamanan negara, perampasan kemerdekaan, pencurian, 
dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, perdagangan orang, penyelundupan, 
korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak 
dan senjata api, terorisme, pelanggaran berat HAM, psikotropika dan narkotika 
serta pemerkosaan.  
Dalam sinkronisasi hukum, penyelarasan atau penyerasian memang tidak 
hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan saja namun juga termasuk 
pada peraturan yang sedang disusun termasuk diantaranya adalah RUU. Namun 
karena materi sinkronisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan 
perundang-undangan yaitu KUHAP sehingga keberadaan Rancangan KUHAP 
untuk sementara diabaikan meskipun di dalamnya terdapat pengaturan mengenai 
penyadapan.  
Dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) menyebutkan dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari bunyi 
pasal tersebut jelas bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh ketentuan 
undang-undang, termasuk dalam hal penyadapan. Hak dan kebebasan yang 
dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Namun 
terjadi ketidaksinkronan mengenai hal penyadapan dalam KUHAP dan UUD 
1945, ketentuan undang-undang yang dijadikan batasan sebagai tunduknya hak 

















































dengan mendasarkan pada KUHAP, yang dikatakan sebagai ketentuan undang-
undang yang dimaksud dapat dikatakan tidak memiliki landasan hukum yang 
jelas, karena KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang penyadapan.  
Berdasarkan uraian tentang sinkronisasi vertikal antara KUHAP terhadap 
UUD 1945, dapat dilihat ketidaksinkronan mengenai pengaturan legalitas 
penyadapan yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi. Dengan demikian diperlukan langkah atau jalan keluar dengan 
mengesahkan Rancangan KUHAP yang didalamnya telah mengatur mengenai 
penyadapan, sehingga terjadi kesinkronan antara KUHAP dengan UUD 1945.  
 
b. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 
1945. 
      Terkait legalitas penyadapan yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan 
Tipikor terhadap UUD 1945, dapat disajikan pasal-pasal yang terkait sebagai 
berikut : 
 
Tabel 2. Sinkronisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945. 
 
UU Tipikor UUD 1945 
Pasal Uraian Pasal Pasal Uraian Pasal 
Ps. 26 Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak 
pidana korupsi, dilakukan 
berdasarkan hukum acara 
pidana yang berlaku, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-
undang ini 
Ps. 28F Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala 























































Alat bukti yang sah dalam 
bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, khusus untuk 
tindak pidana korupsi juga 
dapat diperoleh dari : 
a.Alat bukti lain yang berupa 
informasi yang diucapkan, 
dikirim diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat 
optik atau yang serupa dengan 
itu; dan 
b.Dokumen, yakni setiap 
rekaman dan/atau informasi 
yang dapat dilihat, dibaca 
dan/atau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa 
bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda 
fisik apapun selain kertas, 
maupun yang terekam secara 
elektronik, yang berupa tulisan. 
Suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, huruf, tanda, angka, atau 
perforasi yang memiliki makna. 
Ps. 28D 
(1) 
Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 
  Ps. 28G 
(1) 
Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda 
yang dibawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 


















































  Ps. 28I 
(1) 
Hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi 
di hadapan hukum dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun. 
  Ps. 28J 
(2) 
Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. 
Sumber : UU Pemberantasan Tipikor dan UUD 1945 
 
 Dalam penjelasan Pasal 26 mengatakan kewenangan penyidik dalam pasal ini 
termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping). Hal ini menjadi 
ketentuan yang sangat jelas bahwa penyadapan adalah kewenangan yang dimiliki 
secara sah oleh penyidik. Dalam Pasal 26A disebutkan bahwa hasil penyadapan 
merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam persidangan. Hasil 
penyadapan merupakan alat bukti elektronik yang dapat digunakan untuk 
mengungkap perkara korupsi. Sedangkan penjelasan mengenai pasal 26A, yang 
dimaksud dengan disimpan secara elektronik misalnya data yang disimpan dalam 
mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read 

















































dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data 
interchange), surat elektronik  (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili. 
 Penyadapan sangat terkait erat dengan hak seseorang untuk berkomunikasi 
dan mendapatkan informasi. Pasal 28I ayat (1) menyatakan “Hak untuk hidup, hak 
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dalam pasal tersebut 
tidak menyebutkan tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, 
sehingga hak yang dimaksud bukan merupakan “hak yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun” (nonderogable rights). Dalam arti lain hak untuk 
berkomunikasi dan hak untuk mendapatkan informasi dapat disimpangi atau 
dikurangi dalam keadaan tertentu untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu hak untuk 
berkomunikasi dan mendapatkan informasi harus tunduk pada Pasal 28J ayat (2) 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.  
 Berdasarkan pencermatan terhadap pasal-pasal baik dalam konstitusi maupun 
dalam UU Pemberantasan Tipikor, terlihat bahwa terdapat hubungan yang selaras 
mengenai pengaturan legalitas penyadapan. Di satu sisi, UUD 1945 dalam Pasal 
28F menyatakan bahwa berkomunikasi dan mendapatkan informasi adalah hak 
bagi setiap orang, namun karena hak tersebut bukan termasuk hak yang tidak dapat 
disimpangi atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (1), maka 
dalam pelaksanaannya harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang. Sedangkan di sisi lain, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dalam penjelasan Pasal 26 bahwa kewenangan penyidik termasuk 
kewenangan untuk melakukan penyadapan. Sedangkan Pasal 26A mengatur 
mengenai alat bukti petunjuk, bahwa alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari 

















































   Maka dalam hal ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan 
undang-undang yang digunakan sebagai pembatasan pada tunduknya hak-hak yang 
diatur dalam UUD 1945 yaitu hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan 
informasi, terkait dalam pelaksanaan penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi. Mencermati keterkaitan yang 
menunjukkan keberlanjutan pengaturan antara Undang-Undang Pemberantasan 
Tipikor terhadap UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa terdapat sinkronisasi 
yang selaras antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. 
 
c. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 
Semakin mengakarnya korupsi di Indonesia, pada tahun 2002 disahkanlah 
undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga 
yang kemudian disebut KPK ini memang dirancang untuk menangani perkara 
korupsi dengan kriteria tertentu yaitu perkara-perkara korupsi yang melibatkan 
aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya 
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 
penyelenggara negara, perkara korupsi yang mendapatkan perhatian yang 
meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lembaga ini diharapkan mampu 
menuntaskan korupsi yang selama ini telah ada dan sulit dalam 
pemberantasannya, untuk itulah agar dapat bekerja secara maksimal KPK  
dilengkapi dengan sejumlah kewenangan khusus. Salah satunya adalah 
kewenangan untuk melakukan penyadapan. Terkait legalitas penyadapan, ditinjau 
dari Undang-Undang KPK terhadap UUD 1945, hanya terdapat satu pasal yang 





















































Tabel 3. Sinkronisasi Vertikal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
UU KPK  UUD 1945 
Pasal Uraian Pasal  Pasal  Uraian Pasal  
Ps. 12 
(1) a 
Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan 
penyadapan dan merekam 
pembicaraan. 
Ps.28F Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia.  
 
  Ps. 28D 
(1) 
Setiap orang berhak atas    
pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 
 
  Ps. 28G 
(1) 
Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang 
dibawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 
 
  Ps. 28I 
(1) 
Hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan 
hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat 



















































  Ps. 28J 
(2) 
Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 
Sumber : UU KPK dan UUD 1945 
 
 Berdasarkan telaah mengenai legalitas penyadapan baik dalam Undang-
Undang KPK maupun dalam konstitusi, terdapat hubungan yang selaras antara 
keduanya. Dengan sangat tegas UU KPK dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a 
meyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.” Pasal ini 
dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi jaksa penyidik dalam KPK untuk 
melakukan penyadapan guna mengungkap tindak pidana korupsi. Meskipun 
dalam perkembangan selanjutnya mulai diperdebatkan tentang pelaksanaan dan 
tata cara penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kaitannya 
terhadap pemenuhan HAM seseorang, namun tidak bisa dipungkiri banyak pihak 
yang justru menganggap penyadapan sebagai sebuah terobosan baru dalam 
mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.  
Dalam Undang-Undang KPK memang belum mengatur tentang tata cara 
dan prosedur penyadapan, hal inilah yang dipermasalahkan karena sangat rentan 
terhadap pelanggaran HAM. Seharusnya tata cara dan prosedur penyadapan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah, namun sampai sekarang belum ada peraturan 

















































banyak menuai kontra karena ada kecurigaan bahwa muatan peraturan tersebut 
dinilai bermaksud untuk mengurangi atau bahkan menghambat kewenangan KPK 
untuk melakukan penyadapan. Namun, dalam pelaksanaanya tentu saja aparat 
penegak hukum telah memiliki koridor tersendiri sejauh mana dan bagaimana 
pelaksanann penyadapan di lapangan. 
Penyadapan sangat berkaitan erat dengan hak seseorang untuk 
berkomunikasi dan mendapatkan informasi, dimana hak-hak tersebut dijamin 
dalam konstitusi Pasal 28 F yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia”. Perlu ditelaah kembali bahwa meskipun hak 
untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi adalah hak setiap orang, namun 
dalam pelaksanannya perlu memperhatikan beberapa hal. Dalam konstitusi Pasal 
28 J ayat (2) menyebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini berarti hak setiap orang untuk 
berkomunikasi dan mendapatkan informasi bukan suatu hak yang mutlak harus 
terpenuhi, hal-hal yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi secara 
mutlak adalah tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) “.....untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil.....”. Meskipun hak tersebut merupakan hak asasi 
namun dalam pelaksanannya juga harus memperhatikan dan menghormati hak 
orang lain, disamping itu juga demi memenuhi tuntutan yang adil. Tuntutan adil 
yang dimaksud adalah tuntutan dalam rangka penegakan hukum yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis. Atas dasar itulah, meskipun penyadapan 

















































dan mendapatkan informasi namun dalam rangka  “memenuhi tuntutan yang adil” 
hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang. 
Berdasarkan uraian pasal-pasal yang dimaksud baik dalam UUD 1945 dan 
UU KPK, terdapat keselarasan pengaturan mengenai penyadapan. Kewenangan 
Jaksa Penyidik dalam KPK untuk melakukan penyadapan merupakan salah satu 
bentuk upaya penegakan hukum dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 
 
2. Sinkronisasi Horizontal 
a. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Terhadap KUHAP. 
 
Tabel 4. Sinkronisasi Horizontal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap 
KUHAP 
UU Pemberantasan Tipikor KUHAP 
Pasal Uraian Pasal Pasal Uraian Pasal 
Ps. 26 Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak 
pidana korupsi, dilakukan 
berdasarkan hukum acara 
pidana yang berlaku, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-
undang ini. 
 Ps.7 (1) 
j 
Penyidik karena kewajibannya 
mempunyai wewenang 
mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
Ps. 26A Alat bukti yang sah dalam 
bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 
ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, khusus 
untuk tindak pidana korupsi 
juga dapat diperoleh dari : 
a.Alat bukti lain yang berupa 
informasi yang diucapkan, 
dikirim diterima, atau 
disimpan secara elektronik 


















































serupa dengan itu; dan 
b.Dokumen, yakni setiap 
rekaman dan/atau informasi 
yang dapat dilihat, dibaca 
dan/atau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa 
bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, 
benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam 
secara elektronik, yang berupa 
tulisan. Suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, huruf, tanda, 
angka, atau perforasi yang 
memiliki makna. 
Sumber : UU Tipikor dan KUHAP 
 Dalam penjelasan Pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menyebutkan bahwa “ kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang 
untuk melakukan penyadapan (wiretapping).“  Merupakan ketentuan yang sangat 
jelas bahwa penyadapan merupakan wewenang penyidik dalam mengungkap 
perkara-perkara korupsi, dan menurut UU ini penyadapan adalah cara yang legal 
dan sah menurut hukum bila diterapkan baik dalam penyidikan maupun dalam 
penuntutan guna menemukan bukti untuk kemudian menemukan siapa pelakunya. 
Pasal 26A  menjelaskan lebih lanjut bahwa alat bukti yang sah untuk tindak pidana 
korupsi juga dapat diperoleh dari informasi atau dokumen yang bersifat elektronik, 
termasuk di dalamnya adalah hasil penyadapan.  
 KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai sah atau tidaknya penyadapan 
yang dilakukan oleh jaksa penyidik, meskipun dalam KUHAP  diatur mengenai 
wewenang penyidik namun di dalamnya tidak termasuk kewenangan untuk 
melakukan penyadapan. Hal tersebut memang suatu hal yang lumrah mengingat 
KUHAP disusun pada masa dimana modus kejahatan tidak serumit sekarang ini. 
Pada era yang serba canggih ini, kejahatan juga mengalami perkembangan baik 
dalam segi kuantitas maupun kualitasnya, perkembangan yang semakin maju 
khususnya di bidang elektronik justru dijadikan sebagai sarana untuk 
mempermudah para pelaku kejahatan, tidak terkecuali oleh para koruptor. Agar 

















































menghindari untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan para 
pelaku yang lain, mereka lebih memilih berkomunikasi melalui telepon genggam 
agar tidak meninggalkan bukti. Namun para aparat penegak hukum telah 
menemukan cara yang baru yaitu melalui penyadapan, sehingga bisa diketahui 
informasi-informasi yang bersifat rahasia. Bisa dikatakan penyadapan merupakan 
suatu cara baru dan terbukti efektif untuk mengungkap perkara-perkara korupsi. 
Hal tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Cara 
Pidana yang baru. 
 Mencermati paparan tersebut, terdapat ketidaksinkronan mengenai 
pengaturan tentang penyadapan antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan KUHAP. Pengaturan mengenai penyadapan memang telah dimasukkan dalam 
RUU yang baru namun hal tersebut belum bisa dijadikan sebagai landasan atau 
dasar hukum karena masih sebatas rancangan, oleh karena itu perlu dibuat jalan 
keluar sehingga berbagai produk hukum yang terkait dengan penyadapan terdapat 
keselarasan atau kesinkronan dalam pengaturannya. 
 
b. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
terhadap KUHAP 
Dalam sinkronisasi horizontal antara UU KPK dan KUHAP akan disajikan 
pasal-pasal yang terkait dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
 
Tabel 5. Sinkronisasi Horizontal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap 
KUHAP 
UU KPK KUHAP 
Pasal Uraian Pasal Pasal Uraian Pasal 
Ps.12 
(1) a 
Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
c, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melakukan 




Penyidik karena kewajibannya 
mempunyai wewenang 
mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 

















































 Dalam telaah ini penulis merujuk pada Pasal 7 ayat (1) “Penyidik karena 
kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab”. Dalam penjelasannya, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) 
huruf a angka 4 bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari 
penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: tidak bertentangan 
dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan 
termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia. Sedangkan 
dalam UU KPK Pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan “Dalam melaksanakan 
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
penyadapan dan merekam pembicaraan”. Kedua pasal ini sebenarnya memiliki 
korelasi yang kuat. 
Syarat-syarat yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (1), dalam hal penyadapan 
sebagai bentuk tindakan lain yaitu :  
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 
Penyadapan bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia, yaitu hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 
Namun, meskipun demikian penyadapan oleh berbagai peraturan seperti 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 
Telekomunikasi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang menurut hukum legal untuk 
dilakukan atas perintah undang-undang.  
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 
tindakan jabatan. 
Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum 
yang dalam hal ini adalah penyidik dalam tindak pidana korupsi. 
Tindakan jabatan yang dimaksud adalah tindakan yang terkait jabatannya 
sebagai penyidik dalam mengungkap perkara-perkara korupsi. Pasal 12 

















































penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan 
merekam pembicaraan”. Penyadapan disini merupakan kewajiban hukum 
yang mengharuskan dilakukannya tindakan atas jabatannya sebagai 
penyidik.  
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya. 
Penyadapan yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam tindak pidana 
korupsi merupakan tindakan yang patut dalam rangka mengungkap 
perkara-perkara korupsi. 
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 
Karena korupsi merupakan kejahatan yang mengharuskan untuk segera 
diselesaikan, mengingat korupsi merupakan salah satu extraordinary 
crimes, sehingga diperlukan cara-cara yang khusus salah satunya adalah 
melalui penyadapan. 
5. Menghormati hak asasi manusia. 
Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya 
tetap menghormati hak-hak asasi manusia. Namun, karena hak-hak 
sebagian orang merasa dirugikan, akhirnya penyadapan menuai banyak 
protes meskipun di sisi lain mendapat dukungan agar tetap dilaksanakan 
untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. 
 
Namun, ketentuan dalam KUHAP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 
landasan hukum yang kuat bagi penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk 
melakukan penyadapan, ketentuan tersebut masih dianggap lemah apabila 
dijadikan sebagai dasar pijakan untuk melegalkan penyadapan. Hal ini bisa 
dijadikan sebagai celah dikemudian hari apabila terjadi perdebatan mengenai sah 
atau tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum  
Atas dasar uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara KUHAP 
dan UU KPK tidak terdapat keselarasan pengaturan mengenai penyadapan. Dalam 

















































pembicaraan adalah merupakan wewenang KPK dalam rangka melaksanakan 
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun dalam KUHAP, justru 
penyadapan tidak diatur secara tersendiri. Kedua produk hukum tersebut dapat 
dikatakan tidak memiliki kesamaan atau kesinkronan khususnya dalam 
pengaturan mengenai penyadapan.  
  
c. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
 
Tabel 6. Sinkronisasi Horizontal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap 
Undang-Undang KPK 
UU Pemberantasan Tipikor UU KPK 
Pasal Uraian Pasal Pasal Uraian Pasal 
Ps. 26 Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak 
pidana korupsi, dilakukan 
berdasarkan hukum acara 
pidana yang berlaku, kecuali 




Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan 
penyadapan dan merekam 
pembicaraan. 
Ps. 26A Alat bukti yang sah dalam 
bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 
ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, khusus 
untuk tindak pidana korupsi 
juga dapat diperoleh dari : 
a.Alat bukti lain yang berupa 
informasi yang diucapkan, 
dikirim diterima, atau 
disimpan secara elektronik 
dengan alat optik atau yang 
serupa dengan itu; dan 
b.Dokumen, yakni setiap 
rekaman dan/atau informasi 
yang dapat dilihat, dibaca 


















































dikeluarkan dengan atau tanpa 
bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, 
benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam 
secara elektronik, yang berupa 
tulisan. Suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, huruf, tanda, 
angka, atau perforasi yang 
memiliki makna. 
Sumber : UU Tipikor dan UU KPK  
  
Dari kedua undang-undang tersebut, baik dalam UU Pemberantasan Tindak 
Pidana korupsi maupun dalam UU KPK, keduanya memiliki tujuan yang sama. 
Kedua undang-undang ini merupakan produk hukum yang berisi tentang 
ketentuan-ketentua yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberantas 
perkara-perkara korupsi. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Pasal 
26 menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.“ Sedangkan dalam 
penjelasan Pasal 26 menyebutkan “ kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk 
wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping).“ Sedangkan UU KPK 
Pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan.” Dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki 
kesamaan pengaturan dalam hal penyadapan. Sehingga tidak terdapat pertentangan 
mengenai cara-cara yang digunakan oleh jaksa penyidik dalam melaksanakan tugas 
dan kewajiban dalam pemberantasan korupsi, salah satunya melalui cara 
penyadapan. 
Lebih jauh lagi, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A 
menyebutkan “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

















































a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 
b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca 
dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 
maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan. Suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 
Pasal tersebut merupakan pasal yang menunjukan pengaturan lebih lanjut baik dari 
Pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 12 ayat (1) 
huruf a UU KPK, bahwa hasil rekaman yang didapat dari hasil penyadapan 
merupakan alat bukti yang sah dalam perkara korupsi.  
  Atas dasar uraian pasal-pasal yang terkait, baik dalam UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi maupun dalam UU KPK, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat sinkronisasi keduanya dalam pengaturan mengenai penyadapan. UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan sebagai ketentuan yang 
mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan hasil penyadapan baik yang diatur 



















































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sinkronisasi yang 
dilakukan baik secara vertikal dan horizontal terhadap UUD 1945, KUHAP, 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK 
dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai sinkronisasi secara vertikal antara 
KUHAP terhadap UUD 1945 menunjukkan ketidaksinkronan mengenai 
pengaturan tentang legalitas penyadapan antara kedua produk hukum tersebut, 
dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai penyadapan. Sedangkan 
sinkronisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terhadap UUD 1945, terdapat keterkaitan yang menunjukkan keberlanjutan 
pengaturan antara Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terhadap UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa terdapat sinkronisasi yang 
selaras antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang 
digunakan sebagai pembatasan pada tunduknya hak-hak yang diatur dalam UUD 
1945 yaitu hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, terkait dalam 
pelaksanaan penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi. Selanjutnya, sinkronisasi antara Undang-Undang KPK terhadap 
UUD 1945 yang dilakukan secara vertikal menunjukkan bahwa terdapat 
keselarasan pengaturan mengenai penyadapan. Kewenangan Jaksa Penyidik 
dalam KPK untuk melakukan penyadapan merupakan salah satu bentuk upaya 
penegakan hukum dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945.  
Sinkronisasi yang dilakukan secara horizontal antara Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap KUHAP menunjukkan 
ketidaksinkronan mengenai pengaturan tentang penyadapan. Pengaturan mengenai 

















































KUHAP namun hal tersebut belum bisa dijadikan sebagai landasan atau dasar 
hukum karena masih sebatas rancangan. Sedangkan sinkronisasi antara Undang-
Undang KPK terhadap KUHAP secara horizontal menunjukkan  ketidakselarasan 
pengaturan mengenai penyadapan. Dalam Undang-Undang KPK secara tegas 
menyebutkan bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan adalah merupakan 
wewenang KPK dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan. Namun dalam KUHAP meskipun di dalamnya menjelaskan tentang 
apa saja kewenangan dari penyidik, justru penyadapan tidak diatur secara 
tersendiri. Mengenai sinkronisasi secara horizontal antara Undang-Undang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang KPK menunjukkan kesinkronan antara keduanya dalam 
pengaturan mengenai penyadapan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dapat dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur lebih lanjut 
mengenai kedudukan hasil penyadapan baik yang diatur dalam Undang-Undang 
itu sendiri maupun dalam Undang-Undang KPK. 
B. SARAN 
1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-
undang harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP 
sebagai salah satu jalan tengah untuk mengatasi ketidaksinkronan terhadap 
berbagai produk hukum yang telah diteliti tersebut, agar dalam 
pelaksanaan penyadapan yang merupakan salah satu cara yang efektif 
dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar 
dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam rangka penegakan 
hukum bagi para koruptor. 
2. Perlu adanya penelitian lain di bidang perbandingan hukum menyangkut 
legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik guna melengkapi kajian yuridis 
dalam penelitian hukum ini. 
